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Abstract 

This study aims to determine the mechanism of the Shopee Affiliate Seller Program and to find out its views 
in Islamic law and positive law in Indonesia. This research uses normative-empirical qualitative legal 
research with a statutory approach. Primary data is obtained from observation and documentation related 
to the Shopee Affiliate Seller Program, while secondary data is obtained from regulations such as the Civil 
Code on agreements, the Commercial Code on Commissioners, and Fatwa DSN-MUI. The conclusion of 
this research is first, the Shopee Affiliate Seller Program applies a commission system from link clicks, 
which is a commission given if a sale occurs after tax deductions. Second, the legal relationship between 
Shopee and seller affiliates in the Shopee Affiliate seller program according to Islamic law has similarities 
with the ju'alah contract. Meanwhile, according to positive law, in terms of the Civil Code regarding 
agreements, it is a partnership cooperation relationship based on a clear agreement in accordance with the 
provisions and in terms of the Commercial Code regarding Commissioners, seller affiliates help Shopee to 
connect with third parties, namely consumers in obtaining consumer purchase traffic data. 

Keywords: Islamic Law;  Positive Law, Affiliate Seller System, Shopee;  Marketplace. 

 
 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme Program Shopee Affiliate Penjual serta mengetahui 
pandangannya dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis 
penelitian hukum normatif-empiris bersifat kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan. Data 
primer diperoleh dari observasi dan dokumentasi terkait Program Shopee Affiliate Penjual, sedangkan data 
sekunder diperoleh dari peraturan seperti KUH Perdata tentang perjanjian, KUH Dagang tentang 
Komisioner, dan Fatwa DSN-MUI. Kesimpulan penelitian ini adalah pertama, Program Shopee Affiliate 
Penjual menerapkan sistem komisi dari klik tautan, yaitu komisi diberikan jika terjadi penjualan setelah 
dipotong pajak. Kedua, hubungan hukum antara Shopee dan afiliator penjual dalam program Shopee 
Affiliate penjual menurut hukum islam memiliki kesamaan dengan akad ju’alah. Sedangkan menurut 
hukum positif ditinjau dari KUH Perdata tentang perjanjian merupakan relasi kerjasama kemitraan 
berdasarkan perjanjian yang jelas sesuai ketentuan dan ditinjau dari KUHDagang tentang Komisioner, 
afiliator penjual membantu Shopee untuk menghubungkan dengan pihak ketiga, yaitu konsumen dalam 
memperoleh data traffic pembelian konsumen. 

 
Kata Kunci: Hukum Islam, Hukum Positif, Sistem Affiliate Penjual, Marketplace; Shopee. 
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PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi, khususnya internet, semakin pesat seiring 
dengan berjalannya waktu. Kehadiran internet telah menjadi hal lumrah di 
masyarakat Salah satu keunggulan teknologi ini adalah kemampuannya dalam 
mempermudah pekerjaan manusia dari segi tenaga, biaya, dan waktu, terutama 
dalam transaksi jual beli online. Contoh peluang bisnis yang menggunakan 
internet sebagai alat bisnis adalah e-commerce (Rahman, 2022). 

Pada tahun 2023 aplikasi belanja Shopee masih mempertahankan dominasi 
di pasar e-commerce Indonesia. Menghimpun data SimilarWeb, Shopee 
dikunjungi oleh 158 juta pengunjung pada Q1 2023 dan 167 juta pengunjung ada 
Q2 2023. Sementara itu, Tokopedia dikunjungi 117 juta orang pada Q1 dan 107,2 
pada Q2 2023. Sementara itu, dominasi e-commerce di Indonesia diperkirakan 
akan terus meningkat. 

Gambar 1. Top 5 ecommerce di Inodnesia 

 
Shopee adalah platform perdagangan elektronik untuk jual beli online  

dengan mudah dan dengan cepat. Shopee hadir dalam bentuk aplikasi mobile 
dan website untuk memudahkan penggunanya untuk melakukan kegiatan 
belanja online. Shopee merupakan platform belanja online yang dirancang untuk 
pengguna ponsel agar dapat dengan mudah dan cepat melakukan transaksi jual 
beli. Platform ini menyediakan beragam produk, mulai dari fashion hingga 
kebutuhan sehari-hari. Shopee hadir dalam bentuk aplikasi mobile, 
mempermudah pengguna untuk berbelanja secara online tanpa perlu membuka 
situs web melalui computer (Gunawan, 2022). 

Program ini merupakan salah satu strategi pemasaran yang diterapkan oleh 
Shopee. Namun, pelaksanaannya melibatkan kontrak kerjasama antara Shopee 
dan afiliasi, yang perlu dikaji lebih lanjut dari perspektif hukum Islam.  
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Pelaksanaan program Afiliasi Shopee tentunya sangat erat kaitannya 
dengan adanya suatu kontrak/perjanjian yaitu perjanjian kerjasama antara 
marketplace  Shopee dengan affiliator. Hubungan antara Pihak Shopee dan 
Anggota Shopee Affiliate terkait adalah Penyedia Layanan dan Pemasar antara 
mitra dalam perjanjian kerjasama ekonomi Syariah yang dikenal sebagai 
Kontrak. Islam menganggap kemitraan bisnis atau hubungan Muamalah lainnya 
diperbolehkan kecuali ada bukti atau ayat dari Al-Qur'an atau sumber Islam 
lainnya untuk mendukung hal ini yang melarangnya. 

Berdasarkan Fiqih : 

Artinya: “Hukum asal dalam perkara muamalah adalah kebolehan sampai ada 

dalil yang mengharamkannya” . 

Berdasarkan penjelasan di atas menjelaskan tentang praktik kerjasama 
bisnis Affiliate marketing di toko online shopee dengan pemasar produk peserta 
afiliasi dan memberikan gambaran tentang pelaksanaan Affiliate marketing 
syariah. Praktik ini kemudian dikaji dan dibandingkan dengan kerjasama 
syariah yang memiliki kemiripan dengan Affiliate marketing dalam Islam, (Yanti 
et al., 2023). 

Oleh karena itu, Peneliti tertarik melakukan penelitian ini untuk 
mengetahui mekanisme program Shopee Affiliate penjual di Shopee dan 
bagaimana pandangan hukum islam dan hukum positif tentang program Shopee 
Affiliate penjual di Shopee. 

KAJIAN LITERATUR 
Pengertian Akad 

Akad berasal dari kata Arab Al-aqdu yang berarti al-istitsaq (mengikat 
amanah) dan as-syadd (memperkuat). Secara terminologi, 'aqd adalah 
penghubung antara ijab dan qabul. Akad (ikatan, keputusan atau penguatan) 
atau perjanjian, yang dapat diartikan sebagai komitmen yang didasari oleh nilai-
nilai Islam. Secara etimologi, akad memiliki makna sebagai ikatan antara dua 
entitas, baik itu dalam bentuk ikatan fisik maupun ikatan makna, dapat berlaku 
dari satu sisi maupun dari kedua sisi. Sementara itu, definisi akad menurut 
pandangan ulama fiqh adalah perjanjian yang sah yang dilakukan melalui proses 
ijab qabul, sesuai dengan ketentuan syariah, dan memiliki dampak langsung 
terhadap objek yang menjadi substansi perjanjian tersebut (Amalia, 2022). 

Pengertian Perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
Perjanjian dapat didefinisikan sebagai suatu hubungan yang terjalin antara 

pihak-pihak yang terlibat. Dalam Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian dijelaskan 
sebagai "suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 
terhadap satu orang atau lebih." 
 
Pengertian Hukum Dagang 
Beberapa pandangan dari sarjana terkemuka mengenai makna Hukum Dagang 
dapat diidentifikasi sebagai berikut: 
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1. Purwosutjipto, Hukum Dagang dapat didefinisikan sebagai hukum 
perikatan yang muncul secara spesifik dari sektor perusahaan. 
(Purwosutjipto, 1994) 

2. R. Soekardono menyatakan bahwa Hukum Dagang merupakan bagian 
integral dari hukum perdata secara umum, yang mengatur segala aspek 
perjanjian dan perikatan yang tercantum dalam Buku III Burgerlijke 
Wetboek (BW).  

Dengan kata lain, Hukum Dagang dapat dianggap sebagai kumpulan 
aturan yang mengatur hubungan antarindividu dalam konteks kegiatan 
perusahaan, terutama terfokus pada norma-norma yang terdokumentasikan 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata. Lebih lanjut, Hukum Dagang juga dapat didefinisikan sebagai 
serangkaian prinsip yang mengatur aspek dunia usaha atau bisnis, serta dalam 
konteks lalu lintas perdagangan. (Soekardono, 1963) 
 
Pengertian E-commers 

E-commerce merupakan singkatan dari electronic commerce, yang dapat 
diartikan sebagai bentuk perdagangan yang melibatkan penggunaan teknologi 
elektronik. Sistem pemasaran ini menggunakan Internet, situs web, aplikasi 
seluler, dan peramban web yang beroperasi di perangkat seluler. Secara formal, 
e-commerce juga mencakup transaksi bisnis antara organisasi dan individu. 
Dengan kata lain, perdagangan elektronik adalah proses membeli dan menjual 
produk yang melibatkan penggunaan Internet, komputer, dan browser web 
(Wirapraja & Aribowo, 2018). 
 
Pengertian Affiliate Marketing 

Afiliasi adalah metode pemasaran digital yang saat ini diterapkan oleh 
penjual online di Indonesia. Seseorang mendapat komisi atau penghasilan 
dengan menjual produk yang mereka promosikan melalui tautan afiliasi atau 
tautan yang dibagikan di berbagai platform.  

Afiliasi pemasaran adalah cara untuk menghasilkan uang dengan menjual 
produk dari perusahaan yang memiliki produk tersebut. Afiliator kemudian 
bergabung sebagai pemasar produk dan baru mendapat bayaran setelah produk 
terjual. Model bisnis yang memungkinkan mitra situs web e-niaga untuk 
beriklan atau menjual di internet. Program atau system Affiliate marketing 
terdiri dari tiga pihak yaitu ada pemilik produk, Affiliate marketer dan 
konsumen. 
 
Pengertian Akad Jualah 

Pengupahan (ju'alah) dalam konteks bahasa merujuk pada pemberian 
kepada seseorang sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukannya. 
Sementara itu, pengupahan (ju'alah) menurut perspektif syariah, seperti yang 
dijelaskan oleh Al-Jazairi, mencakup pemberian berupa hadiah dalam jumlah 
tertentu kepada individu yang melakukan tindakan khusus, baik itu diketahui 
atau tidak diketahui. Sebagai contoh, seseorang dapat menyatakan, "Barangsiapa 
yang membangun tembok ini untukku, berhak mendapatkan sejumlah uang." 
Dengan demikian, individu yang melakukan pembangunan tembok tersebut 
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berhak menerima hadiah atau upah yang telah disiapkan, tanpa memandang 
jumlahnya. Ungkapan lain yang sering digunakan dalam konteks pengupahan 
adalah istilah ijarah. Penggunaan kedua istilah ini disesuaikan dengan teks dan 
konteksnya (Nawawi, 2012). 

METODE PENELITIAN 
Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini menggunakan Penelitian Hukum Normatif-empiris.  
Hukum normatif-empiris adalah suatu konsep pemahaman hukum yang 
mencakup norma (aturan) dan implementasi aturan hukum dalam prilaku nyata, 
yang merupakan hasil dari keberlakuan norma hukum. Tujuan pengkajian ini 
adalah untuk memastikan apakah penerapan hukum pada suatu peristiwa 
hukum tertentu sesuai atau tidak dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Dengan kata lain, apakah penerapan ketentuan peraturan 
perundang-undangan telah dilakukan dengan tepat, sehingga pihak-pihak yang 
terlibat mencapai tujuannya atau tidak (Muhammad, 2004). 
 
Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode kualitatif dengan 
pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan adalah 
pendekatan yang digunakan melibatkan pemeriksaan secara menyeluruh 
terhadap semua ketentuan peraturan perundang-undang dan regulasi yang 
terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani. (Marzuki, 2008). Pendekatan 
perundang-undangan dalam penelitian ini meliputi, Pasal 1313 KUH Perdata 
tentang perjanjian, Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sah perjanjian, Pasal 
1338 KUH Perdata tentang asas perjanjian, Kitab undang-undang hukum dagang 
(KUHD) tentang Komisioner. Disamping itu, penelitian ini menggunakan 
pendekatan dalam literaur-lietarur dan sumber-sumber hukum islam yang 
berkaitan dengan sistem program afiliasi. 
 
Sumber Data 

Data primer diperoleh dari observasi pada aplikasi dan laman resmi Shopee 
terkait Program Shopee Affiliate Penjual dan dokumentasi terkait komisi dalam 
Program Shopee Affiliate Penjual pada toko penjual Khanqueen.id. 

Data sekunder meliputi buku-buku, jurnal hukum dan website yang 
berasal dari media elektronik terkait Shopee Affiliate. Selain itu, data sekunder 
juga diperoleh dari dokumen resmi, buku yang relevan dengan objek penelitian, 
laporan hasil penelitian, serta peraturan seperti KUH Perdata tentang perjanjian, 
Kitab undang-undang hukum dagang (KUHD) tentang Komisioner, dan Fatwa 
DSN-MUI. 
 
Teknik Pengumpulan Data Penelitian Hukum Normatif-Empiris 

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan tekik penelitian sebagai 
berikut: 

1. Peneliti akan memperoleh informasi melalui observasi secara mendalam 
pada Shopee sebatas mengenai Program Shopee Affiliate Penjual. 

2. Teknik Kepustakaan dilakukan dengan mengacu pada sumber-sumber 
seperti buku, jurnal, internet dan sumber lainnya. Data-data diperoleh dari 
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berbagai materi yang telah dipelajari dan relevan dengan pembahasan 
mengenai Program Shopee Affiliate Penjual. 

3. Teknik Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data dari 
dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Program Shopee Affiliate 
Penjual, khususnya mengenai komisi Program Shopee Affiliate Penjual. 
Data yang dikumpulkan berupa informasi tertulis terdapat pada artikel dan 
aplikasi Shopee. 

Teknik Analisis Data Penelitian Hukum Normatif-Empiris 
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif 

menggunakan penyimpulan secara deduktif, yaitu dimulai dengan informasi 
umum dan kemudian menarik kesimpulan dan mengumpulkan informasi dari 
praktik dan literatur untuk mendeskripsikan materi secara sistematis dan dalam 
kalimat yang tersusun sempurna. Analisis penelitian ini akan membantu untuk 
memahami dan menjelaskan yang terjadi di masyarakat ditinjau dengan hukum 
islam dan hukum positif dari penggunaan pemanfaatan program Shopee 
Affiliate. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Program Afiliasi Penjual adalah inisiatif yang memberikan keuntungan 

khusus bagi afiliator Penjual, berupa komisi hingga 10% dengan batas maksimal 
Rp10.000 untuk setiap penjualan yang dihasilkan melalui tautan toko dan tautan 
produk Penjual. Penjual yang telah mendaftar dalam program ini dapat 
membagikan tautan toko dan produk melalui berbagai media sosial seperti 
Instagram, Facebook, TikTok, dan lainnya. Komisi yang diterima oleh Penjual 
akan dihitung dari pembeli yang mengklik tautan dan berhasil menyelesaikan 
pesanan dalam waktu 7 hari. Pembayaran komisi kepada Penjual akan dilakukan 
setiap minggu untuk pesanan yang telah diselesaikan melalui tautan toko atau 
produk baru. 
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Gambar 2. Skema Mekanisme Afiliasi Penjual 

Tabel 1 Persentase komisi Shopee Affiliate Penjual 
 

 
Skema komisi dalam Program Afiliasi Penjual adalah sebagai berikut: 

1. Komisi sebesar 10%, dengan batas maksimal Rp10.000, akan diberikan jika 
pesanan berasal dari pembeli baru Shopee yang belum pernah melakukan 
transaksi sebelumnya di platform Shopee. 

2. Komisi sebesar 5%, dengan batas maksimal Rp10.000, akan diberikan jika 
pesanan berasal dari pembeli setia Shopee yang sudah pernah melakukan 
transaksi di Shopee sebelumnya. 



192|Azkia, S: Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Program Penjual 

Afiliasi Shopee 

Shopee akan memberikan komisi atau bonus kepada penjual ketika penjual 
mengunggah tautan afiliator penjual di media penjual. Proses ini diatur secara 
rinci dalam Guidelines program afiliasi penjual dan harus sesuai dengan Syarat 
dan Ketentuan yang berlaku. Tautan tersebut kemudian diakses atau diklik oleh 
pengguna, menghasilkan pembelian selesai yang memenuhi persyaratan yang 
telah ditetapkan oleh Shopee. Pembayaran komisi atau bonus akan diberlakukan 
untuk setiap Pembelian Selesai yang terjadi dalam waktu maksimal 7 hari 
kalender setelah klik terakhir pengguna pada tautan penjual. Lalu komisi akan 
diberikan setelah pemotongan pajak. Pemberlakuan komisi pajak pejual sebagai 
berikut: 

 
Gambar diatas menjelaskan bahwa pemberlakuan pajak komisi bagi 

pengguna yang telah memberikan NPWP. Jika pengguna tidak memberikan 
NPWP, pengguna akan dikenakan tarif lebih tinggi yakni sebesar 20% dari tarif 
pajak normal. Perhitungan pajak didasarkan pada jumlah akumulasi komisi 
bruto yang diperoleh selama satu tahun. Bagi pengguna yang telah memberikn 
NPWP tarif pajak sebesar 5% dan akumulasi komisi bruto hanya dihitung sesuai 
dengan periode pembayaran, yakni setiap dua minggu. (Shopee Indonesia, 
2021). 

Jika Pengguna melakukan klik atau akses terhadap tautan afiliator Penjual 
lainnya sebelum 7 hari kalender berakhir, penjual hanya akan menerima komisi 
atau bonus dari Pembelian Selesai yang terjadi sebelum pengguna mengakses 
tautan penjual lainnya, dan masih dalam jangka waktu 7 hari kalender setelah 
klik terakhir pada tautan penjual. Penjual diwajibkan secara rutin memeriksa 
syarat dan ketentuan beserta Guidelines program afiliasi penjual untuk 
memahami ketentuan teknis yang berlaku. Shopee berhak untuk mengubah 
setiap ketentuan dalam syarat dan ketentuan ini dan Guidelines program afiliasi 
penjual, dengan memberikan pemberitahuan kepada penjual Guidelines 
program afiliasi penjual dianggap sebagai bagian integral dan kesatuan dengan 
syarat dan ketentuan ini. 
 
Pandangan Hukum Islam terhadap Program Shopee Affiliate Penjual 

Program Shopee Affiliate penjual menawarkan skema bagi penjual toko 
Shopee untuk mendapatkan penghasilan tambahan dengan mempromosikan 

Tabel 2 skema pemberlakuan pajak 
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produk melalui tautan unik. Program ini memunculkan pertanyaan terkait 
kesesuaiannya dengan prinsip muamalat syariah, dalam tinjauan hukum islam 
pada program shopee Affiliate penjual yaitu seorang penjual yang bergabung 
dalam program shopee affiliate penjual akan mendapatkan komisi yang telah di 
sepakati di awal pendaftaran berdasarkan dengan hasil pekerjaan dalam 
mempromosikan link produknya. Dengan demikian, skema ini tidak ada hal 
yang melanggar dalam muamalah syariah yang memiliki kemiripan dengan 
salah satu akad yaitu akad Ju'alah. Akad Ju'alah secara harfiah berarti "imbalan" 
atau "hadiah". Dalam konsep hukum Islam, Ju'alah merujuk pada perjanjian 
pemberian imbalan kepada seseorang atas keberhasilannya dalam melakukan 
suatu pekerjaan tertentu yang diminta oleh pemberi imbalan. 

Keterkaitan Shopee Affiliate Penjual dengan akad Ju'alah dapat dilihat dari 
beberapa kesamaan mendasar: 

1. Adanya pihak pemberi imbalan (shopee) dan penerima imbalan (penjual 
afiliasi). Shopee, sebagai penyedia platform dan pemberi komisi, berperan 
sebagai pihak pemberi imbalan. 

2. Imbal diberikan berdasarkan pencapaian target. Shopee memberikan 
komisi kepada penjual afiliasi hanya jika terjadi pembelian melalui tautan 
yang mereka bagikan. Ini sesuai dengan prinsip Ju'alah di mana imbalan 
didapatkan berdasarkan hasil kerja, yaitu menarik pembeli baru dan 
mendorong terjadinya transaksi. 

3. Kesepakatan mengenai besaran imbalan. Besaran komisi yang diterima 
penjual afiliasi telah ditetapkan sebelumnya dan disepakati oleh kedua 
pihak. 

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (62/DSN-
MUI/XII/2007 Tentang Akad Ju’alah, 2007) mendukung kesesuaian program 
Shopee Affiliate dengan prinsip-prinsip syariah. Fatwa tersebut menyebutkan 
bahwa akad Ju'alah dibolehkan selama memenuhi rukun dan syarat yang 
ditetapkan. Akad Ju’alah dapat dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan 
pelayanan jasa sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan di atas dengan 
memperhatikan ketentuan-ketentuan berikut: 

1. Pihak Shopee disini sebagai Ja’il wajib memiliki kemampuan hukum dan 
wewenang penuh (muthlaq al-tasharruf) untuk menjalankan akad. 

2. Objek Ju’alah (mahal al-‘aqd/maj’ul ‘alaih), pekerjaan Affiliator Penjual 
harus berupa jasa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah 
dan tidak menimbulkan akibat yang dilarang. Dalam konteks ini, Shopee 
berfungsi sebagai Ja'il dengan memberikan komisi kepada penjual afiliasi 
sebagai bentuk penghargaan atas pembelian yang dilakukan melalui 
tautan afiliasi yang unik yang afiliator penjual bagikan. 

3. Hasil pekerjaan (natijah) yang dimaksud haruslah jelas dan diketahui oleh 
semua pihak yang terlibat pada saat penawaran dilakukan. Hasilnya 
adalah Shopee dapat memperoleh data dan insight tentang perilaku 
konsumen dan tren pasar dari program afiliasi. 

4. Imbalan Ju’alah (reward/’iwadh/ju’l) harus ditentukan besarnya oleh 
pihak Ja’il dan diketahui oleh semua pihak pada saat penawaran 
berlangsung. Ja’il telah memberikan ketentuan komisi terdiri Pembeli 
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Baru berupa 10% (maksimal Rp10.000) dan Pembeli Setia: 5% (maksimal 
Rp10.000). 

Afiliator Penjual yang ingin memastikan kegiatan mereka sesuai dengan prinsip 
syariah disarankan untuk: 

1. Memilih produk yang sesuai dengan ketentuan syariah, seperti  
menghindari produk haram atau yang mengandung unsur riba. 

2. Memastikan pemahaman yang baik tentang skema program dan 
kebijakan Shopee Affiliate, khususnya terkait kriteria komisi dan 
pembatalan transaksi. 

3. Mencari sumber informasi terpercaya dari lembaga atau ulama yang 
kompeten di bidang ekonomi syariah untuk mendapatkan bimbingan 
lebih lanjut. 

Dengan demikian, program Shopee Affiliate Penjual memiliki kemiripan  
dengan akad Ju'alah dalam hal adanya pihak pemberi dan penerima imbalan, 
pemberian imbalan berdasarkan pencapaian target, dan kesepakatan mengenai 
besaran imbalan. Namun, untuk memastikan kegiatan ini sepenuhnya sesuai 
dengan prinsip syariah, diperlukan kehati-hatian dan pemahaman yang baik 
baik dari sisi penjual afiliasi. 

Jika melihat dari skema Dari uraian di atas, dapat disarikan bahwa Shopee 
Affiliate penjual mirip dengan perjanjian ju’alah di mana affiliator Penjual 
berperan sebagai Maj’ul lah, sementara Shopee atau pihak yang berjanji akan 
memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil pekerjaan (natijah) sebagai 
Ja'il. Seorang afiliator Penjual akan menerima komisi hanya jika terjadi penjualan 
melalui tautan afiliasi yang dimilikinya. Besaran komisi yang diterima oleh 
pemasar afiliasi sesuai dengan persentase yang telah disepakati pada awal 
kerjasama dan akan dibayarkan sesuai dengan sistem pembayaran komisi yang 
telah ditetapkan oleh pihak Shopee dan disetujui oleh afiliator Penjual. 

Jika melihat dari skema Dari uraian di atas, dapat disarikan bahwa Shopee 
Affiliate penjual mirip dengan perjanjian ju’alah di mana affiliator Penjual 
berperan sebagai Maj’ul lah, sementara Shopee atau pihak yang berjanji akan 
memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil pekerjaan (natijah) sebagai 
Ja'il. Seorang afiliator Penjual akan menerima komisi hanya jika terjadi penjualan 
melalui tautan afiliasi yang dimilikinya. Besaran komisi yang diterima oleh 
pemasar afiliasi sesuai dengan persentase yang telah disepakati pada awal 
kerjasama dan akan dibayarkan sesuai dengan sistem pembayaran komisi yang 
telah ditetapkan oleh pihak Shopee dan disetujui oleh afiliator Penjual. 
 
Pandangan Hukum Positif terhadap Program Shopee Affiliate Penjual 
1. Program Shopee Affiliate Penjual dengan KUH Perdata tentang Perjanjian 

Menurut ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, disebutkan bahwa setiap 
perjanjian yang sah memiliki kekuatan hukum yang setara dengan undang-
undang bagi para pihak yang terlibat dalam pembuatannya. Dengan kata lain, 
apabila terdapat kesepakatan antara pihak-pihak yang bersangkutan untuk 
saling mengikatkan diri melalui suatu perjanjian, hal tersebut akan menciptakan 
hubungan hukum yang mengikat di antara keduanya. (Nawawie, 2018) 
Hubungan hukum adalah keterkaitan yang terbentuk antara pihak-pihak yang 
memiliki kepentingan tertentu, dan hal ini diwujudkan melalui perjanjian yang 
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mengakibatkan timbulnya konsekuensi hukum berupa hak dan kewajiban yang 
harus diindahkan oleh para pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, para pihak 
yang terlibat dalam perjanjian diharuskan memenuhi persyaratan sahnya 
perjanjian. 

Hubungan hukum ini berasal dari suatu perjanjian kerjasama yang disusun 
dalam format standar oleh Shopee, kemudian disetujui oleh pihak afiliator 
Penjual melalui platform elektronik, baik melalui situs web Shopee Affiliate 
maupun aplikasi Shopee. Dalam kerangka ini, Shopee berperan sebagai 
penyedia layanan, sedangkan pihak afiliator penjual berfungsi sebagai pemasar 
jasa. Validitas perjanjian kerjasama antara afiliasi dan Shopee dianggap sah 
apabila telah memenuhi persyaratan sah perjanjian yang dijelaskan dalam Pasal 
1320 KUH Perdata. Sebagai berikut: 

1. Kesepakatan atau persetujuan para pihak  
Perjanjian Shopee Affiliate penjual mengacu pada kesepakatan antara 
pihak Shopee dan afiliator penjual, di mana Shopee menggunakan 
perjanjian baku. Dalam konteks ini, perjanjian baku dapat diartikan 
sebagai kebebasan dari salah satu pihak bisnis untuk menyatakan 
kehendaknya dalam menjalankan usahanya. Di sisi lain, afiliator penjual 
memiliki kebebasan untuk menyetujui atau menolak ketentuan yang telah 
ditetapkan oleh Shopee. Oleh karena itu, dengan mendaftar dalam 
program ini, afiliator penjual dianggap setuju dengan semua ketentuan 
yang ada. 

2. Kecakapan Untuk Perikatan 
Para pihak yang melakukan kontrak elektronik program afiliasi dalam 
marketplace Shopee telah memiliki kecakapan hukum, yang terlihat dari 
identitas yang dicantumkan dalam pendaftaran, termasuk informasi 
bank. Pembuatan rekening bank yang memerlukan Kartu Tanda 
Penduduk (KTP) menunjukkan bahwa afiliasi sudah dewasa dan cakap 
hukum. 

3. Suatu Hal Tertentu 
Keberadaan suatu hal khusus di sini merujuk pada objek yang telah 
disetujui dalam suatu perjanjian. Dalam program Shopee Affiliate penjual, 
objek tersebut mencakup hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh 
para pihak. Suatu hal khusus dalam konteks ini adalah promosi produk 
menggunakan tautan khusus di media sosial yang dilakukan oleh pihak 
afiliator penjual. Setelah berhasil menarik pembeli, Shopee diwajibkan 
membayar komisi sesuai dengan persentase yang telah ditetapkan untuk 
produk tersebut. 

4. Kausa Hukum yang Halal 
Perjanjian kerjasama harus menguntungkan kedua belah pihak, serta 
tidak boleh melanggar undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban 
umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata. Perjanjian 
kerjasama antara afiliator penjual dan Shopee memiliki sebab yang halal, 
karena keduanya merasa diuntungkan dengan adanya program afiliasi. 
Program ini memudahkan pemasaran produk penjual di Shopee, dan 
dengan berhasilnya penjualan produk, afiliasi akan mendapatkan komisi 



196|Azkia, S: Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Program Penjual 

Afiliasi Shopee 

dari Shopee Affiliate, yang sesuai dengan prinsip kesusilaan dan 
peraturan perundang-undangan. 

5. Perlindungan hukum dalam program Shopee Affiliate berasal dari 
perjanjian kerjasama yang telah disetujui oleh semua pihak. Dengan 
demikian, setiap ketentuan yang tercantum dalam klausa perjanjian 
menjadi berlaku sebagai hukum yang mengikat bagi seluruh pihak yang 
terlibat. Hal ini sejalan dengan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan 
bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya." Dengan terpenuhinya syarat sah 
perjanjian tersebut, maka perjanjian kerjasama program afiliasi dianggap 
mengikat kedua belah pihak, karena telah menjadi undang-undang yang 
mengatur hak dan kewajiban mereka. 

 
Program Shopee Affiliate Penjual dengan KUH Dagang tentang Komisioner 

Pada Pasal 76 KUHD dijelaskan bahwa Komisioner merupakan individu 
yang menjalankan kegiatan bisnisnya dengan melakukan perjanjian-perjanjian 
atas namanya sendiri atau atas kuasanya, serta menerima imbalan berupa upah 
atau provisi tertentu, berdasarkan pesanan dan tanggungan dari pihak lain. Di 
sini dapat disimpulkan bahwa afiliator penjual berkedudukan sebagai 
komisioner. Komisioner memiliki karakteristik sebagai berikut: 

1. Tidak ada persyaratan formal pengangkatan dan sumpah seperti makelar. 
Afiliator penjual bertindak atas keinginannya tanpa adanya sumpah, 
karena bertanggung jawab atas produk miliknya yang dijualnya. Dia 
melakukan perjanjian untuk mendapatkan komisi dari program Shopee 
Affiliate penjual atas Namanya sendiri. 

2. Komisioner menghubungkan komiten (pemberi komisi) dengan pihak 
ketiga atas namanya sendiri. Afiliator penjual sebagai komisioner 
menghubungkan komiten (Shopee) dengan pihak ketiga (konsumen) atas 
namanya sendiri, bukan sebagai pihak Shopee. Afiliator penjual 
membantu pihak Shopee dalam hal menjangkau pihak ketiga (konsumen 
atau audiens) yang lebih luas dan beragam, termasuk di luar platform 
Shopee. 

3. Komisioner tidak wajib mencantumkan nama, komiten hanya berperan 
sebagai pihak dalam perjanjian. Afiliator penjual sebagai komisioner tidak 
wajib mencantumkan nama Shopee, karena Shopee hanya berperan 
sebagai pihak dalam perjanjian. 

 
Hubungan antara pihak ketiga (konsumen yang mengklik tautan) dan 

komisioner (afiliator penjual) adalah bagian dari perjanjian di mana komiten 
(pihak Shopee) tidak dapat menggugat pihak ketiga, dan pihak ketiga 
(konsumen yang mengklik tautan) tidak perlu mengetahui untuk siapa 
komisioner (afiliator penjual) bertindak. Namun, semua biaya yang dikeluarkan 
oleh komisioner untuk melaksanakan perjanjian harus ditanggung oleh komiten. 
Di sini biaya yang dimaksud adalah biaya layanan dalam pengadaan program 
Shopee Affiliate penjual. Di samping itu, hak-hak yang dimiliki Afiliator penjual 
sebagai komisioner meliputi: 
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1. Hak retensi, hak ini berdasarkan Pasal 81 KUHD dapat dilakukan atas hasil 
penjualan produk afiliator penjual termasuk dalam Pasal 80 KUHD untuk 
membayar pada diri sendiri upah yang menjadi haknya. Hak menahan ini 
dapat pula dilakukan terhadap barang-barang afiliator penjual untuk 
dijual. 

2. Hak istimewa, hak istimewa Afiliator penjual sebagai komisioner terhadap 
barang, seperti hak untuk menjual, menahan, atau membeli untuk 
kepentingan lain. 
Dengan demikian, program Shopee Affiliate penjual ditinjau dengan 

hukum positif, mempunyai keterkaitan dengan KUHPerdata tentang perjanjian 
dan KUH Dagang tentang Komisioner. Hubungan hukum antara Shopee dan 
afiliator penjual dalam program Shopee Affiliate penjual merupakan relasi 
kerjasama kemitraan. Ikatan hukum ini berasal dari suatu perjanjian kerjasama 
yang telah disusun oleh Shopee dan setujunya oleh Afiliator penjual. Oleh karena 
itu, afiliator penjual dapat dianggap sebagai individu yang bukan merupakan 
anggota perusahaan Shopee, melainkan pihak yang turut serta berkontribusi 
dalam mendukung Shopee dalam kegiatan menjangkau audiens yang lebih luas 
dan beragam. Kesuksesan dalam upaya tersebut akan memberikan afiliator 
penjual hak untuk menerima komisi sebagai imbalan. 

Di samping itu, apabila ditinjau dari KUHDagang tentang Komisioner 
hubungan Shopee dan afiliator penjual merupakan hubungan antara komiten 
atau pemberi komisi dengan komisioner (penerima komisi). Pekerjaan atas jasa 
ini bertujuan untuk meningkatkan penjualan produk dengan menjangkau 
konsumen baru dan meningkatkan visibilitas produk di platform Shopee. 
Afiliator penjual juga membantu Shopee untuk menghubungkan dengan pihak 
ketiga, yaitu konsumen dalam memperoleh data traffic penjualan konsumen. 

SIMPULAN 
Berdasarkan evaluasi, dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap 

perumusan masalah terkait program pemanfaatan Shopee Affiliate Penjual, 
kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut: pertama, Mekanisme 
program Shopee Affiliate penjual menunjukkan bahwa program ini memiliki 
beberapa langkah utama. Pertama, afiliasi mendaftar melalui laman resmi atau 
aplikasi Shopee Affiliate dan menyetujui Syarat dan Ketentuan. Kedua, afiliator 
penjual mendapatkan tautan unik untuk produk di toko afiliator penjual yang 
ingin dipromosikan dan menyebarkannya melalui berbagai media. Ketiga, 
komisi dihitung berdasarkan persentase dari penjualan produk dibayarkan 
kepada penjual setelah dipotong pajak. Pemberian komisi oleh Shopee kepada 
afiliator penjual telah sesuai dengan ketentuan pada perjanjian. 
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